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Abstrak. Zakat adalah ibadah yang memiliki potensi sangat penting yang menentukan
bagi perkembangan pembangunan ekonomi umat. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat,
meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan keadilan sosial. Badan Amil Zakat Kota Bandung scbagai salah satu lembaga
zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang
dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, juga memiliki tugas
yang lebih intensif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat,
mendistribusikan kepada para mustahiq tetapi harus diuji terlebih dahulu sejauh mana
kesesuaiannya dengan hukum syar’i dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan uraian latar
belakang sebagaimana uraian di atas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana
standarisasi penentuan penyaluran zakat dalam hukum Islam? Apa yang dijadikan standarisasi
penentuan penyaluran zakat kepada penerima zakat (mustahiq) oleh Badan Amil Zakat kota
Bandung? Bagaimana mekanisme penentuan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil
Zakat kota Bandung? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu
suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai sistem
distribusi zakat kepada mustahiqg yang dilakukan oleh BAZ Kota Bandung dan mengkaji
sejauhmana tingkat kesesuaiannya dengan aturan syar/ serta undang-undang yang
berlaku.Berdasarkan hasil penelitian maka standarisasi penentuan penyaluran zakat dalam
hukum Islam menurut Jumhur Ulama (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama-ulama
madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan asnaf
di atas secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan asnafdi
dalam satu wilayah dengan muzaki. Dan Standarisasi penentuan penyaluran zakat kepada
penerima zakat (mustahiq) oleh Badan Amil Zakat kota Bandung didasarkan pada aturan
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun (sckarang disempurnakan dengan KMA
Nomor 373 Tahun 2003) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat. Kemudian Mekanisme penentuan penyaluran zakat yang dilakukan oleh
Badan Amil Zakat kota Bandung adalah dengan penjadwalan periode waktu tertentu, hal ini
tidak bertentangan dengan ketentuan syari. Namun kendati demikian, penyaluran zakat harus
tetap menekankan pada kemashlahatan umat sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Distribusi, Mustahiq, Zakat, Badan Amil Zakat Kota Bandung.
A. Pendahuluan

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimai’yyah yang memiliki potensi sangat

penting, strategis dan sangat menentukan bagi perkembangan pembangunan ekonomi
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umat. Setiap umat muslim diperintahkan untuk memberikan sedekah dari rezeki yang
dikaruniakan oleh Allah. Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari
pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan
Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan
Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang harta yang
termasuk dalam obyek zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang
dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan
tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat
yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan
terencana, sechingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun
pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas
hidup penerima zakat yang disebut mustahiq.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran
pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial.

Pengelolaan zakat yang baik tentunya diperlukan persyaratan-persyaratan:
Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil
zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya
kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan
masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan
pemungutan yang baik.

Kesadaran masyarakat tumbuh jika zakat dikelola secara professional.
Bagaimana cara mengorganisir penyaluran zakat adalah salah satu hal yang perlu
diperhatikan dalam pengelolaan zakat dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan
karena zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani
dan dikelola oleh orang-orang yang professional dan dapat dipercaya. Dalam
pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana

harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai
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dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang
membayarnya , kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu
muzakki ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat
tersebut bisa memberi jawaban.

Badan Amil Zakat Kota Bandung sebagai salah satu lembaga zakat yang
dibentuk oleh pemerintah dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang
dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki
nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam rangka
mewujudkan masyarakat Kota Bandung. Badan Amil Zakat juga memiliki tugas yang
lebih intensif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat,
mendistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan hukum syar’i dan undang-undang
yang berlaku.

Figh mustahik merupakan hal yang sangat penting, karena akan menentukan sah
tidaknya penyaluran zakat yang dilakukan, menurut perspektif syariah. Terkadang,
antara satu negara dengan negara lain, mendefinisikan figh mustahik ini dengan
parameter yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah mendefinisikan siapa yang
termasuk ke dalam kategori asnaffakir dan miskin.

Ketika membahas asnaf fakir dan miskin ini, kita tidak hanya mendiskusikan
bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki sumber penghasilan sehingga tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, atau miskin sebagai orang yang memiliki
pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi
lebih dari itu, bagaimana menentukan parameter yang paling tepat untuk menetapkan
bahwa seseorang itu termasuk asnaf fakir miskin atau tidak. Dalam kaitan ini, ada
beberapa pendekatan yang digunakan di sejumlah negara. Pertama, menggunakan
standar garis kemiskinan (GK) resmi, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.
Artinya, mereka yang miskin adalah yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan
tersebut. Misalnya, garis kemiskinan di Indonesia secara rata-rata adalah Rp
271.626/bulan/orang dengan prosentase kota Bandung Jawa Barat Rp.
276.000/bulan/orang. Dengan standar seperti ini, maka orang yang berpendapatan Rp
350.000/bulan/orang tidak termasuk ke dalam kategori miskin. Namun demikian, Kritik
terhadap garis kemiskinan ini adalah terletak pada nilainya, yang sangat kecil dan

kurang masuk akal.
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Secara filosofis, penentuan miskin tidaknya seseorang ditentukan oleh
kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (dharuriyyah), yang terdiri atas
sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan standar batas
kebutuhan minimum (had al-kifayah), maka sebuah rumah tangga layak menerima
bantuan zakat apabila pendapatan bulanan rumah tangga tersebut tidak mencapai
standar pemenuhan kebutuhan.

Jika keluarga tersebut memiliki anggota yang cacat fisik, atau sakit parah yang
berkelanjutan, maka batas pendapatan ini dinaikkan lebih dari kebutuhan utama. Namun
demikian, tidak mudah menetapkan garis ini sebagai ukuran untuk menilai status
kemustahikan sebuah rumah tangga, karena secara politik akan sulit mendapatkan
dukungan.

Contoh lain dari figh asnaf ini, terkait dengan hak amil yang bersumber dari
dana zakat yang diperoleh. Kalau hak atas setiap asnaf sebesar seperdelapan, semua
sepakat. Masalah muncul pada berapa zakat yang boleh digunakan untuk menutup biaya
operasional. Sebagian berpendapat harus seperdelapan juga, mengingat tujuan utama
orang berzakat adalah untuk disalurkan pada mereka yang membutuhkan, dan bukan
(sebagian besarnya) untuk operasional lembaga.

Dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 secara rinci tentang penyaluran atau
siapa saja yang berhak atas penerima zakat ;

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah :60)

Dalam ayat ini memang dijelaskan secara rinci 8 asnaf yang boleh menerima
zakat. Akan tetapi menurut tinjauan penulis ayat tersebut masih bersifat global
dikarenakan hanya berbicara mengenai siapa sajakah yang boleh menerima harta zakat,
untuk standarisasi dari tiap asnafnya tidak dijelaskan secara spesifik seperti standarisasi
miskin itu seperti apa dan lain sebagainya karena deskripsi kriteria tersebut masih dalam
bentuk umum. Dilain hal pada implementasi pendistribusian zakat, penulis melihat

secara empiris bahwa pendistribusian delapan asnaf yang dilakukan lembaga zakat
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hampir tidak menyentuh seluruh asnaf yang disebutkan di dalam ayat tersebut sehingga
kriteria yang disebutkan di dalam Surat At-Taubah ayat 60, harta zakat yang
didistribusikannya tidak secara menyeluruh didistribusikan ke delapan asnaf yang
disebutkan. Sebagai contoh penyaluran zakat kepada budak yang akan dimerdekakan,
pada implementasinya perbudakan sendiri sudah tidak berlaku dinegara Indonesia.
Sehingga, penulis melihat belum ada standar yang formal dalam menentukan kriteria
tersebut agar objektif. Deskripsi kriteria tersebut masih dalam bentuk umum, sehingga
membuat penulis tergerak hati untuk lebih menganalisis standarisasi berkenaan 8 asnaf
yang disebutkan dalam Al-Qur’an yang kemudian dijadikan standarisasi penentuan

penerima zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) kota Bandung.

B. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis korelasional dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Standarisasi penentuan penyaluran zakat dalam hukum Islam menurut Jumhur
Ulama (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama-ulama madzhab Hanafi, Maliki
dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan asnaf sesuai Al-
Qur’an surat At-Taubah: 60 secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada
salah satu dari delapan asnaf di atas dalam satu wilayah dengan muzaki. Menurut
pendapat ulama-ulama madzab Syafi’i zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf
secara merata dan masing-masing asnaf minimal terdiri dari tiga orang. Jika pada
saat pembagian zakat yang ada hanya beberapa asnaf saja, maka zakat boleh
dibagikan kepada asnafyang ada tanpa harus disisihkan untuk asnaf lain yang tidak
ada pada saat itu.

2. Standarisasi penentuan penyaluran zakat kepada penerima zakat (mustahiq) oleh
Badan Amil Zakat kota Bandung didasarkan pada aturan Keputusan Menteri Agama
RI Nomor 581 Tahun 1999 (sekarang disempurnakan dengan KMA Nomor 373
Tahun 2003) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat. Berdasarkan aturan Menteri Agama tersebut, diterangkan bahwa

seluruh hasil pengumpulan zakat wajib segera dibagikan kepada para mustahiq
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karena tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin dan
membayar hutang para gharim.

3. Meckanisme penentuan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat
kota Bandung adalah dengan penjadwalan periode waktu tertentu, hal ini tidak
bertentangan dengan ketentuan syari. Namun kendati demikian, penyaluran zakat
harus tetap menekankan pada kemashlahatan umat. Penyaluran zakat dalam bentuk
nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas
adalah tidak boleh. Dan setelah disalurkan, zakat tersebut juga harus dapat memberi

keleluasaan kepada mustahiq untuk memanfaatkannya dengan baik.
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